
PENGALOKASIAN DANA DESA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI 

CORONA VIRUS DISEASE 2019 PERSPEKTIF WELFARE STATE 

  

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN 

HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT 

MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU 

HUKUM 

OLEH: 

BINTANG DHARMA PAMUDA 

17103040069 

 

 

 

PEMBIMBING: 

NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.HUM. 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA  

2021 

  



 
 

ii 
 

ABSTRAK 

Desa merupakan unsur pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia. 

Meskipun demikian Desa memiliki peranan yang penting dalam sektor 

pembangunan. Membangun dari desa merupakan upaya pemerintah dalam 

mewujudkan pemerataan perekonomian di Indonesia. Program Dana Desa menjadi 

program unggulan pemerintah yang gencar dilaksanakan untuk merealisasikan 

pembangunan dari desa. Akan tetapi, wabah pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) yang muncul di awal tahun 2020 memiliki dampak yang cukup besar 

pada sektor kesehatan yang kemudian dampak tersebut menjalar kepada sektor 

ekonomi, sosial, dan hukum. Peneletian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana 

pelaksanaan pengalokasian Dana Desa sebelum dan saat pandemi Covid-19 serta 

menjelaskan apakah pengalokasian Dana Desa pada saat pandemi Covid-19 sudah 

sesuai dengan konsep welfare state. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research) dengan 

pendekatan yuridis normatif dan perbandingan. Penelitian ini bersifat deskriptif 

analitis dengan metode analisis data kualitatif. Sumber data dari penelitian ini 

berupa jurnal, buku, berbeagai kebijakan peraturan perundang-undangan, serta 

literatur lain yang ditelaah dan dianalisa untuk mendapatkan jawaban atas 

pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pelaksanaan pengalokasian Dana Desa 

sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19 cukup memiliki banyak perbedaan. 

Dari jumlah anggaran Dana Desa, tahap penyaluran Dana Desa, hingga prioritas 

penggunaan Dana Desa pada saat Pandemi Covid-19 banyak mengalami 

perubahan. perbedaan lain yang terlihat yaitu dengan munculnya progran Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) yang didasari oleh Permendes PDTT 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Sealin itu, pelaksanaan 

pengalokasian Dana Desa saat pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan konsep 

welfare state. Di mana dalam konteks Indonesia konsep tersebut dimanifestasikan 

oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jika 

berdasarkan pada Asas-asas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, 

pelaksanaan pengalokasian Dana Desa saat Pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan 

Asas Keadilan dan Asas Kemanfaatan. Namun, jika kita melihat masalah yang 

kerap terjadi pada proses pendataan penerima BLT Dana Desa hal itu tidak sesuai 

dengan Asas Keterbukaan dan Asas Profesionalitas dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial. 

Kata Kunci: Dana Desa, Pengalokasian, Covid-19, Welfare State. 
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MOTTO 

 

“Jangan biarkan kesulitan membuatmu gelisah, karena bagaimanapun juga hanya 

di malam yang paling gelap bintang-bintang tampak bersinar lebih terang. Tubuh 

dibersihkan dengan air, jiwa dibersihkan dengan air mata, akal dibersihkan 

dengan pengetahuan, dan jiwa dibersihkan dengan cinta” 

(Ali bin Abi Thalib) 

 

“Jika salah perbaiki, jika jatuh bangkit lagi, tapi jika kamu menyerah maka 

semuanya selesai” 

(Hamba Allah) 

 

“Saya adalah seorang pejalan pelan, tapi saya tidak pernah berjalan mundur” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.1 Keberadaan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum 

memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai 

entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, 

diistimewakan, dan dilindungi dalam struktur pemerintahan di Indonesia. 

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa menjadi keberlanjutan perkembangan desentralisasi di Indonesia. Undang-

undang ini menempatkan desa memiliki otonominya sendiri.2 

 Desa mempunyai otonomi yang disebut dengan otonomi desa di mana perlu 

ditegaskan bahwa otonomi desa bukan diberikan oleh negara tetapi otonomi desa 

berasal dari desa itu sendiri. Hal tersebut didasarkan pada sejarah ketatanegaraan 

Republik Indonesia di mana desa jauh lebih dulu terbentuk dari pada Negara 

                                                             
 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 

 2 Siti Khoiriah dan Utia Meylani, “Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan 

Regulasu Keuangan Desa,” Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 No. 1 (Januari 2017), hlm. 22. 
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Republik Indonesia.3 Penerapan dan pelaksanaan otonomi desa diharapkan 

membawa semangat perubahan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yaitu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa sebagai pemerintahan di 

Republik Indonesia sangatlah perlu untuk memiliki sistem yang mapan serta 

pentingnya melakukan penataan desa sebagai upaya mewujudkan pemerintahan 

desa yang efektif dan efisien.4 

 Sebagai salah satu bentuk implementasi otonomi desa dan pemerataan 

pembangunan di Indonesia, maka melakukan pembangungan dari wilayah pedesaan 

menjadi sesuatu hal yang penting. Membangun dari desa adalah salah satu 

komitmen pemerintah  untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. 

Itulah sebabnya jumlah dana desa terus ditingkatkan setiap tahunnya, termasuk juga 

untuk masyarakat adat sebagai penguatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Untuk 

mewujudkan pemerataan ekonomi, distribusi dana desa harus diikuti dengan 

penguatan kelembagaan desa, serta keterbukaan pengelolaan anggarannya yang 

perlu dikembangkan untuk disempurnakan.5 

 Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam pembangunan desa, anggaran 

dana desa terus meningkat. Jika pada tahun 2015 dana desa sebesar Rp 20,76 triliun, 

                                                             
 3 Ibid., hlm. 21. 

 4 Ibid., hlm. 21. 

 5 https://www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda 

pembangunan-ekonomi-desa diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 22.31. 

https://www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda%20pembangunan-ekonomi-desa
https://www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda%20pembangunan-ekonomi-desa
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tahun 2016 meningkat menjadi Rp 46,98 triliun, dan untuk tahun 2017 menjadi Rp 

60 triliun.6 

 Tahun 2020 menjadi tahun yang menorehkan sejarah baru dalam berbagai 

hal, termasuk dalam hal pengalokasian dana desa. Hal ini disebabkan adanya wabah 

pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Covid-19 sendiri merupakan 

singkatan dari Corona Virus Disease 2019 yakni Corona Virus jenis baru yang 

ditemukan pada manusia sejak Desember 2019 di Kota Wuhan, China. Corona 

Virus sendiri merupakan virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan.7 

 Kehadiran wabah pandemi Covid-19 cukup memberikan dampak 

khsusunya bagi perekonomian Indonesia. Direktur Jenderal Pajak Kementerian 

Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengungkapkan tiga dampak besar pandemi 

Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia sehingga masuk dalam masa krisis.8  

 Dampak pertama adalah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli 

yang merupakan penopang 60 persen terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini 

dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga 

turun dari 5,02 persen pada kuartal I 2019 ke 2,84 persen pada kuartal I tahun ini.  

                                                             
 6 https://www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-

pembangunan-ekonomi-desa diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 22.43. 

 7 https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html diakses pada 

tanggal 17 November 2020 pukul 22.57. 

 8 https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-

ekonomi-ri diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 23.22. 

https://www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa
https://www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa
https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html
https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri
https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri
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 Dampak kedua yaitu pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang 

berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya 

usaha.  

 Dampak ketiga adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi 

sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa 

negara juga terhenti. 

 Selain berdampak pada masyarakat perkotaan, pandemi Covid-19 ini juga 

sudah memaparkan pengaruhnya hingga masyarakat desa. Di antaranya yaitu 

dengan dibatasinya kegiatan masyarakat membuat beberapa usaha masyarakat desa 

terlebih dalam lingkup kebutuhan sekunder banyak mengalami kerugian sehingga 

tak sedikit pula yang sampai “gulung tikar”. Lalu ada pula dampak yang menerpa 

petani yang antara lain mengusahakan lahannya untuk budi daya aneka 

horticultural secara tumpeng sari di mana harus dipanen dengan cara berkelanjutan. 

Pasar-pasar sayuran penampung panenan mereka yang cenderung sepi menjadi 

persoalan serius tersendiri di kalangan petani.9 Desa juga ditimpa kemalangan 

untuk menghadapi pemudik yang terlanjur pulang kampung karena di kota-kota 

perantauannya sudah tak mampu memberikan jaminan memperoleh penghidupan 

secara normal. Namun pemudik harus mengisolasi diri selama 14 hari dengan 

pemantauan perkembangan kesehatannya, terutama oleh tenaga medis.10  

                                                             
 9 https://jateng.antaranews.com/berita/304056/dampak-pandemi-Covid-19-pun-sampai-

desa diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 23.41. 

 10 https://jateng.antaranews.com/berita/304056/dampak-pandemi-Covid-19-pun-sampai-

desa diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 23.55. 

https://jateng.antaranews.com/berita/304056/dampak-pandemi-covid-19-pun-sampai-desa
https://jateng.antaranews.com/berita/304056/dampak-pandemi-covid-19-pun-sampai-desa
https://jateng.antaranews.com/berita/304056/dampak-pandemi-covid-19-pun-sampai-desa
https://jateng.antaranews.com/berita/304056/dampak-pandemi-covid-19-pun-sampai-desa
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 Pemerintah mengupayakan tindakan untuk membantu perekonomian 

masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Salah satunya dengan merubah 

regulasi tentang prioritas pengalokasian dana desa di masa pandemi. Dana Desa 

merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan  bagi desa 

melalui APBDes.11 

 Kemendes PDTT telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa 

PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 

2020. Peraturan ini diubah menjadi Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 

2020 dan Perubahan Keduanya yaitu Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020. 

Perubahan tersebut mengatur penggunaan Dana Desa untuk mendukung 

pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Dana Desa sendiri dapat 

digunakan untuk pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan PKTD. 

Dasar ketentuan itu adalah Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa 

Tanggap Covid-19 dan penegasan PKTD yang dikeluarkan Menteri Desa. Di masa 

pandemi ini pemerintah memprioritaskan  pengalokasian dana desa untuk dua hal 

yaitu: Prioritas pertama adalah pembangunan infrastuktur secara swakelola dengan 

sistem Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk memperkuat daya tahan ekonomi 

desa dan pendapatan masyarakat. Prioritas kedua adalah penguatan kesehatan 

masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.12 

                                                             
 11 https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dimasa-pandemi-

Covid-19 diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 00.12. 

 12 https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dimasa-pandemi-

Covid-19 diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 00.33. 

https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dimasa-pandemi-covid-19
https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dimasa-pandemi-covid-19
https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dimasa-pandemi-covid-19
https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dimasa-pandemi-covid-19
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 Melihat berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penyusun 

tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul PENGALOKASIAN 

DANA DESA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI CORONA VIRUS 

DISEASE–2019  PERSPEKTIF WELFARE STATE. 

  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan 

masalah yaitu:  

1. Bagaimana pelaksanaan pengalokasian Dana Desa sebelum dan saat 

pandemi Corona Virus Disease 2019? 

2. Apakah pelaksanaan pengalokasian Dana Desa saat masa pandemi Corona 

Virus Disease 2019 sesuai dengan konsep welfare state? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan pelaksanaan pengalokasian Dana Desa sebelum 

dan saat pandemi Corona Virus disease-19. 

b. Untuk menjelaskan pelaksanaan pengalokasian Dana Desa saat 

masa pandemi Corona Virus disease-19 sudah sesuai dengan 

konsep welfare state.  

2. Kegunaan Penelitian 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan 

sumbangsih pemikiran kepada para akademisi terkhusus di bidang Ilmu 

Hukum, dan terutama dalam rangka untuk menunjang efektivitas 

pengelolaan Dana Desa. 

 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya 

kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau 

disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.13 Telaah 

pustaka yang penyusun gunakan dalam penelitian ini yaitu berupa skripsi dan jurnal 

yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut: 

 Skripsi yang disusun oleh Nova Sulastri yang berjudul “Efektifitas 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik 

Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna”. Berdasarkan penelitian 

tersebut dijelaskan bahwa dalam tahap perencanaan, dilihat dari musrembang yang 

diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, di mana dalam 

kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan 

kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa 

Lakopodo kepada masyarakat. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian 

kurang efektif, di mana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat 

                                                             
 13 Tim Fakultas Syari’ah dan Hukum, Pedoman Penyusunan Skripsi (Yogyakarta: Fakultas 

Syari’ah Press, 2017), hlm. 2.  
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terselesaikan dengan baik namun menjadi kurang efektif dikarenakan kurangnya 

transparansi informasi. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, di mana penyusun laporan 

pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah desa serta tidak adanya evaluasi 

kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat desa. Hal ini karena 

proses yang tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut 

belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa yang 

meutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari 

setiap kegiatan pembangunan.14 

 Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Aulia Noor Aziza yang berjudul 

“Optimaliasi Dana Desa Bagi Badan Usama Milik Desa (Studi Komparasi Desa 

Wonokromo dan Karangtengah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017)”. 

Berdasarkan penelitian tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa penganggaran 

Dana Desa bagi BUMDes di Desa Wonokromo dan Karangtengah masih belum 

maksimal karena mengalami berbagai kendala yang berbeda di masing-masing 

desa. Sehingga perlu langkah-langkah optimalisasi. Kendala-kebdala tersebut di 

antaranya pergantian rezim yang berpengaruh pada kebijakan fiscal desa, tumpeng 

tindih (overlapping) regulasi yang mengatur tentang desa, terlalu dinamisnya 

regulasi keuangan daerahdan Dana Desa, perubahan teknis penyaluran Dana Desa, 

kegagapan pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa, minimnya penyertaan 

                                                             
 14 Nova Sulastri, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan 

Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna” Skripsi, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo Kendari, 2016. 
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modal dari Pemerintah Desa bagi BUMDes, disharmonisasi antara Pemerintah 

Desa dan Pengurus BUMDes. Kemudian, dari beberapa kendala tersebut dapat 

diambil satu langkah optimalisasi Dana Desa bagi BUMDes, di antaranya: 

meningkatkan kemandirian desa secara sosial ekonomi maupun politik, 

penyelesaian sengketa antar lembaga yang membawahidesa, pengawalan proses 

pembuatan regulasi keuangan daerah dan Dana Desa, dan melakukan  judicial 

review terhadap regulasi yang dianggap menyimpang.15 

 Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Andi Siti Sri Hutami yang berjudul 

“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan 

Gilireng,, Kabupaten Wajo”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

proses Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Abbatireng telah 

mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari 

proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk 

proses Pelaporan Realisasi Penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk 

tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggungjawaban penggunaan ADD 

sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah Desa dan 

                                                             
 15 Aulia Noor Aziza, “Optimalisasi Dana Desa bagi Badan Usaha Milik Desa (Studi 

Komparasi di Desa Wonokromo dan Karantengah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017)”, 

Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. 
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Pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan dengan 

tepat waktu.16 

 Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Abdur Rohman Zuhdi yang berjudul 

“Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 di Desa 

Bengkolan Salak Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi 

Riau”. Abdur menjelaskan di dalam kesimpulannya bahwa implementasi Alokasi 

Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016 Desa Bengkolan Salak tidak terjadi 

penyelewengan. ADD yang didapatkan, digunakan oleh pemerintah desa sesuai 

dengan aturan yang ada, implementasi yang sudah sesuai dengan undang-undang 

adalah wujud pemerintah desa mengaplikasikan sebagai pemerintahan yang baik 

(good governance). Tetapi, masyarakat belum sepenuhnya berpartisipasi, terbukti 

dengan tidak adanya swadaya masyarakat dan juga tidak menjaga material yang 

ada. Di sisi lain, program yang disusun menggunakan ADD juga menimbulkan 

kemaslahatan untuk orang banyak. Sehingga pemerintah yang baik (good 

governance) terwujud dan implementasi dalam ADD juga tercapai.17 

Perbedaan penelitian ini dengan telaah pustaka di atas yaitu di mana 

penyusun lebih menekankan tentang bagaimana pelaksanaan pengalokasian Dana 

                                                             
 16 Andi Siti Sri Hutami, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 

Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Hasanuddin, 2017. 

 17 Abdur Rohman Zuhdi, “Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 

di Desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau”, 

Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. 
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Desa sebelum dan saat pandemi Covid-19 dan apakah pelaksanaan pengalokasian 

Dana Desa tersebut sudah sesuai dengan konsep welfare state.  

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Welfare state dalam negara hukum 

Welfare State (negara kesejahteraan) sejatinya adalah strategi pembangunan 

kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara dalam 

penyelenggaraan sistem jaminan sosial (social security) secara terencana, 

melembaga dan berkesinambunagn.18 Bentuk perlindungan negara mencakup 

jaminan sosial dasar yang melindungi warga negara dari risiko kehilangan 

pendapatan karena sakit, kematian, menganggur, kecelakaan kerja atau kehamilan. 

Sumber struktural dari welfare state dapat dibagi menjadi tiga:19 

Pertama, institui yang dimiliki pada mulanya berasal dari upaya untuk 

menciptakan masyarakat pekerja. Ukuran kesejahteraan, khususnya keamanan 

sosial muncul berkaitan dengan masyarakat yang tidak tertampung dalam pasar 

kerja. 

                                                             
18 Eddy Kiswanto, ”Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara 

dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia”, Jurnal Kebijakan dan Administrasi 

Publik, Vol 9 No 2 (November 2005). hlm. 98. 

 

19Ibid. hlm. 98.  
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Kedua, faktor utama yang mendorong perkembangan sistem kesejahteraan 

adalah keinginan dari otoritas yang berkuasa untuk mendorong solidaritas nasional. 

Sistem kesejahteraan dikontruksi sebagai bagian dari proses pembangunan negara 

yang lebih general. 

Ketiga, skema kesejahteraan adalah suatu bentuk jaminan sosial sebagai 

upaya manajemen resiko. Jaminan sosial adalah penyelesaian risiko dengan tujuan 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

a. Konsep Diskresi 

Konsep diskresi adalah konsep tentang kekuasaan, dalam hal ini adalah 

kekuasaan pemerintah dalam arti sempit (bestuur). Diskresi sebagai konsep 

kekuasaan adalah kekuatan dalam pengertian spesifik, tidak dalam pengertian rutin. 

Kekuasaan diskresi di sini adalah kebebasan bertindak pemerintah. Kebebasan di 

sini memiliki pengertian yang netral, yaitu menggambarkan adanya suatu 

kekuasaan memilih berbagai tindakan.20 

Sedangkan dari perspektif yuridis, kekuatan diskresi adalah sebuah 

keharusan karena kurang memadainya skema legislasi dari legislator untuk 

diimplementasikan oleh pemerintah atau dengan kata lain adanya kaidah kabur atau 

gap. Sebagai bentuk kekuasaan yuridis, pemerintah selaku pembuat tindakan 

diskresi memiliki imunitas atas tindakan tersebut.21 

                                                             
20 Yusri Munaf, “Diskresi Sebagai Kebebasan Bertindak Pemerintah (Tinjauan Konseptual 

dan Empiris)”, Jurnal Kajian Pemerintahan, Vol IV No 1 (Maret 2018), hlm. 11. 

21 Ibid, hlm. 11.  
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Dasar teori dari diskresi adalah pertimbangan mengenai perkembangan 

situasi dan kondisi. Perubahan situasi dan kondisi adalah keniscayaan. Sementara 

prubahan peraturan tidak niscaya serta merta dapat terjadi. Oleh sebab itu bagi 

seorang aparatur Negara baik di pusat maupun di daerah dapat dengan cepat atas 

inisiatifnya bertindak untuk dapat memenuhi keharusan tersebut, inisiatif ini yang 

disebut dengan kebebasan bertindak atau diskresi, dalam bahasa Prancis dikenal 

dengan istilah freis ermessen.22 

b. Peran Negara dalam rangka menanggulangi keadaan bahaya 

Ada berbagai upaya yang dapat dilaksanakan guna menanggulangi bencana. 

Upaya-upaya tersebut adalah:23 

1. Mitigasi, yang dapat juga diartikan sebagai penjinak bencana alam. Pada 

prinsipnya, mitigasi adalah usahausaha baik bersifat persiapan fisik, 

maupun non-fisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik dapat 

berupa penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan, sedangkan 

persiapan non-fisik dapat berupa pendidikan tentang bencana alam. 

2. Menempatkan korban di suatu tempat yang aman adalah hal yang mutlak 

diperlukan. Sesuai dengan deklarasi Hyogo yang ditetapkan pada 

Konferensi Dunia tentang Pengurangan Bencana, di Kobe, Jepang, 

pertengahan Januari 2005 bahwa, “Negara mempunyai tanggung jawab 

                                                             
22 Ibid, hlm. 14. 

23 Sri Heryati, “Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana”, Jurnal 

Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), Vol 2 No 2 (Agustus 2020), hlm. 141-142. 
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utama untuk melindungi orang-orang dan harta benda yang berada dalam 

wilayah kewenangan dan dari ancaman dengan memberikan prioritas yang 

tinggi kepada pengurangan risiko bencana dalam kebijakan nasional, sesuai 

dengan kemampuan mereka dan sumber daya yang tersedia kepada 

mereka.” 

3. Membentuk Tim penanggulangan bencana. 

4. Memberikan penyuluhan-penyuluhan. 

5. Merelokasi korban secara bertahap 

 

2. Good Governance 

 Good governance menjadi salah satu tema sentral dalam berbagai 

pembahasan kebijakan pemerintah di masa reformasi. Istilah yang dulu sering 

dipakai adalah good government yang biasanya dikaitkan dengan pemerintah yang 

bersih (clean government). Penggunaan istilah good governance menggantikan 

istilah good government dimaksudkan untuk lebih memperluas cakupan konsep 

tersebut. Pertama, perubahan dari government menjadi governance 

memperlihatkan bahwa yang memerlukan prinsip ini bukan hanya pemerintah 

dalam arti sempit, yaitu eksekutif, tetapi keseluruhan aspek dan jaringan 

penyelenggaraan negara. Bahkan menyangkut pula aktivitas organisasi yang 

dilakukan oleh masyarakat. Kedua, kata governance mewakili keseluruhan proses 
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dalam dalam suatu tatanan bukan hanya pada kelembagaan yang diwakili oleh kata 

government.24 

Tabel 1. Perbandingan Istilah Government dengan Governance 

No 
Unsur 

Perbandingan 

Kata Government Kata Governance 

1 Pengertian Dapat berarti 

badan/lembaga atau fungsi 

yang dijalankan oleh suatu 

organisasi tertinggi dalam 

suatu negara. 

Dapat berarti cara 

penggunaan atau 

pelaksanaan 

2 Sifat 

hubungan 

Hierarkis, dalam arti yang 

memerintah berada di atas, 

sedangkan warga negara 

yang diperintah ada 

dibawah. 

Hierarkis, dalam arti kata 

kesetaraan kedudukan dan 

hanya berbeda dalam 

fungsi. 

3 Komponen 

yang terlibat 

Sebagai subyek hanya ada 

satu yaitu institusi 

pemerintah 

Ada tiga komponen yang 

terlibat, yaitu: 

1. Sektor pemerintah 

2. Sektor swasta 

3. Masyarakat 

4. Pemegang 

peran 

dominan 

Sektor pemerintah Semua memegang peran 

sesuai dengan fungsinya 

masing-masing 

5. Efek yang 

diharapkan 

Kepatuhan warga negara Partisipasi warga negara 

 

 Good governance pada hakekatnya adalah bagaimana mengelola negara 

secara kolaboratif antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dengan 

mendasarkan asas-asas tertentu yang di antaranya untuk pemerintah harus 

menjalankan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan seperti diuraikan di 

                                                             
 24 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Bernegara: Praksisi Kenegaraan Bermartabat dan 

Demokratis, cet. Ke-2 (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 80. 
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atas. Hal ini berarti dalam good governance mengeksplisitkan bahwa pelaku 

pengelolaan negara bukan hanya pemerintahan saja tetapi pihak swasta dan 

masyarakat sipil.25 

 good governance juga memiliki peran dalam pelaksanaan otonomi daerah, 

bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah ide dan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan otonomi daerah 

memiliki persamaan dengan prinsip-prinsip dan karakteristik pelaksanaan good 

governance. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penerapan ide dan prinsip-

prinsip dasar dalam pelaksanaan otda menjadi salah satu wahana menuju good 

governance dalam pengelolaan negara di Indonesia. Sebaliknya penerapan prinsip-

prinsip dan karakteristik good governance dalam pelaksanaan otda menjadi salah 

satu prasyarat menuju good governance dalam pengelolaan negara.26 

3. Desentralisasi 

Di dalam undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Desentralisasi adalah penyerahan 

urusan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan 

asas otonomi.27 Yang dimaksud dengan daerah otonom adalah daerah atau kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

                                                             
 25 Akadun, Good Governance, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 9, Nomor 1, Maret 2007. 

 26 Ibid, hlm. 41. 

27 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 8. 
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setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.28 

Munculnya istilah Desentralisasi bermula dari munculnya Ketetapan MPR-

RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, 

Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.29 

Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 1999 muncul Undang-undang Nomor 22 

tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 

1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang 

menggantikan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 yang masih bersifat 

sentralistik.30 Kedua undang-undang ini mengatur wewenang otonomi yang 

diberikan luas kepada pemerintah tingkat kabupaten dan kota. Bupati dan walikota 

pun dinyatakan bukan lagi sebagai aparat pemerintah yang hierarkis di bawah 

gubernur. Jabatan tertinggi di kabupaten dan kota itu merupakan satu-satunya 

kepala daerah di tingkat lokal, tanpa bergantung pada gubernur.31 

                                                             
28 Pasal 1 angka 12. 

29https://www.kompasiana.com/adesuerani/55000a4ea33311a96f50fa16/sejarah-

desentralisasi-di-indonesia-

selesai?page=all#:~:text=Bermula%20dari%20Ketetapan%20MPR%2DRI,Kerangka%20Negara%

20Kesatuan%20Republik%20Indonesia. diakses pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 01.31 

30 Ibid. 

31 Ibid. 

https://www.kompasiana.com/adesuerani/55000a4ea33311a96f50fa16/sejarah-desentralisasi-di-indonesia-selesai?page=all#:~:text=Bermula%20dari%20Ketetapan%20MPR%2DRI,Kerangka%20Negara%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia
https://www.kompasiana.com/adesuerani/55000a4ea33311a96f50fa16/sejarah-desentralisasi-di-indonesia-selesai?page=all#:~:text=Bermula%20dari%20Ketetapan%20MPR%2DRI,Kerangka%20Negara%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia
https://www.kompasiana.com/adesuerani/55000a4ea33311a96f50fa16/sejarah-desentralisasi-di-indonesia-selesai?page=all#:~:text=Bermula%20dari%20Ketetapan%20MPR%2DRI,Kerangka%20Negara%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia
https://www.kompasiana.com/adesuerani/55000a4ea33311a96f50fa16/sejarah-desentralisasi-di-indonesia-selesai?page=all#:~:text=Bermula%20dari%20Ketetapan%20MPR%2DRI,Kerangka%20Negara%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia
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Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan pintu gerbang reformasi 

di bidang birokrasi dan ekonomi, dengan berlakunya undang-undang pemerintah 

daerah telah diberikan saluran baru untuk mengambil tanggung jawab yang lebih 

besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat serta mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri. Untuk mendukung berlakunya undang-undang tersebut 

dana pemerintah yang semula dikelola oleh pemerintah pusat menjadi wewenang 

pemerintah daerah melalui skema dana transfer.32 

F. Metode Penelitian 

 Sebelum melakukan sebuah penelitian perlu adanya suatu metode sehingga 

penelitian tersebut menjadi lebih terstuktur dan sistematis serta dapat menjawab 

rumusan masalah yang ada. Adapun metode penelitian yang digunakan penyusun 

dalam penelitian ini adalah segabai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang penyusun lakukan untuk penelitian ini yaitu penelitian 

pustaka (library research), yaitu penelitian yang memperoleh data dari berbagai 

sumber buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan karya ilmiah lainnya 

yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.33  

2. Sifat Penelitian 

                                                             
32 Hendra Kusuma, “Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia,” Jurnal 

Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vol. 9 No. 1 (Februari 2016), hlm. 2. 

33 Sutrisno Hardi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offet, 1990), hlm. 9. 
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Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian dengan cara 

mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan 

menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti 

secara mendalam dan komprehensif.34 

3. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan perbandingan, 

di mana hukum dikonsepkan sebagai suatu norma yang mengatur sosial dalam 

kehidupan masyarakat. Dan dalam hal penelitian ini membandingkan bagaimana 

pelaksanaan pengalokasian Dana Desa sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-

19. 

4. Sumber Data dan Bahan Hukum 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi 

kepustakaan baik berupa buku-buku literatur, website resmi, Undang-

undang dan karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

b. Data Sekunder 

                                                             
34 Sukandarumidi, Metode Penelitian, Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula, Cet ke-4, 

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 104. 
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Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari 

berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan sebagai pendukung 

data primer yang berkaitan dengan penelitian ini. 

5. Teknik Pengambilan Data 

Untuk mendapatkan data dalam melakukan penelitian ini, maka teknik 

pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis kualitatif. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap 

literatur yang berkaitan dengan judul skripsi dari penyusun, yang nantinya di 

analisis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan dalam 

penelitian ini. 

6. Analisis Data 

  Analisis data merupakan cara untuk mengolah data kemudian dianalisis 

sehingga menghasilkan kesimpulan. Metode analisis data yang dipakai untuk 

menganalisis data pada penelitian ini yakni metode kualitatif. Penyusun 

menggunakan metode induktif, di mana analisis data bersifat umum, yang 

kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

G. Sistematika Pembahasan 

 Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima Bab. Setiap Bab 

Penyusun akan menjelaskan dan mengulas secara sistematis tentang permasalahan 

penelitian ini. Adapun susunan pembahasan sebagai berikut: 
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 Bab pertama, memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

 Bab kedua, menjelaskan tinjauan umum yang membahas secara teoritis 

mengenai Diskresi dan freies ermessen (kebebasan bertindak) dalam konsep negara 

kesejahteraan (welfare state). 

 Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum Dana Desa, penerapan dan 

pengalokasian Dana Desa serta berbagai regulasi yang mengatur tentang Dana Desa 

dan juga sedikit membahas gambaran umum tentang pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19).  

 Bab keempat merupakan inti dari penelitian, yang berisi analisis 

pelaksanaan pengalokasian Dana Desa sebelum dan saat pandemi covid -19 dan 

analaisis sesuai atau tidaknya pelaksanaan pengalokasian Dana Desa tersebut 

dengan konsep welfare state. 

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian 

dan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan. Dalam bab ini 

juga berisi saran-saran yang ditunjukan pada akademisi atau peneliti yang 

akanmelakukan penelitian dikemudian.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pemaparan di atas, maka penyusun dapat menyimpulkan 

pembahasan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pengalokasian Dana Desa sebelum dan saat terjadinya pandemi 

Covid-19 cukup memiliki banyak perbedaan. Dari jumlah anggaran Dana 

Desa, tahap penyaluran Dana Desa, hingga prioritas penggunaan Dana Desa 

pada saat Pandemi Covid-19 banyak mengalami perubahan. Tahap 

penyaluran Dana Desa mengalami perubahan seiring dengan munculnya 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 yang telah 

mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang 

Pengelolaan Dana Desa. selanjutnya perbedaan lain yang terlihat yaitu 

dengan munculnya progran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT 

Dana Desa) yang didasari oleh Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. BLT Dana Desa 

diperuntukan bagi masyarakat miskin yang belum terdata yang kehilangan 

mata pencaharian akibat pandemi Covid-19. BLT Dana Desa merupakan 

program “Jaring Pengaman Sosial” yang bertujuan untuk memulihkan 

perekonomian Desa dan mensejahterakan masyarakat Desa. 
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2. Pelaksanaan pengalokasian Dana Desa saat pandemi Covid-19 sudah sesuai 

dengan konsep welfare state. Di mana dalam konteks Indonesia konsep 

tersebut dimanifestasikan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 

tentang Kesejahteraan Sosial. Jika berdasarkan pada Asas-asas dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pelaksanaan pengalokasian Dana 

Desa saat Pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan Asas Keadilan dan Asas 

Kemanfaatan. Namun, jika kita melihat masalah yang kerap terjadi pada 

proses pendataan penerima BLT Dana Desa hal itu tidak sesuai dengan Asas 

Keterbukaan dan Asas Profesionalitas dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial. 

B. Saran 

Adapun dalam penelitian ini, penulis memberikan saran, yakni 

pemerintah bisa lebih tegas dan lebih serius dalam memberikan aturan tentang 

petunjuk dan teknis pengalokasian Dana Desa terkhusus dalam hal pencatatan 

calon penerima BLT Dana Desa. Selain itu, Pemerintahan Desa juga masih 

harus banyak bebenah dalam mengoptimalkan tugasnya agar lebih transparan 

dan profesional. Dana Desa seharusnya menjadi program unggulan pemerintah 

untuk menciptakan tingkat ekonomi yang merata dengan membangun dari 

pinggiran. Program BLT Dana Desa yang menjadi prioritas dalam penggunaan 

Dana Desa di tahun 2020 seharusnya menjadi “Jaring Pengaman Sosial” yang 

ampuh dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan jika 

tepat sasaran dan terintegrasi dengan baik.
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